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Abstract: The crisis of nation is caused by the crisis of inner self and moral degradations, that politic which must be
oriented to safety people, but show emphasizing to individual or group orientation finally the politic, which must have
service character precisely dominated and patronage character. So, it is significant to develop cognition, affection, and
psicomatoric componens on a simuttant scale through education. However education has antisipatoris and preparatoris
characters. The identification of democaration values and provide a model through civic education will be concrete the
fundamental function of education in effort to create the humanis people and shaped unresistant education to reality. So,
education can cange political culture. Keywords: education, political culture, moral values.

Pendahuluan

Indonesia baru yang dicita-citakan banyak orantpladeasyarakat baru yang disebut
societyHal ini berarti kekuasaan berada di tangan rattgamtukan oleh rakyat, dan untuk rakyat.
Rakyat tidak lagi menjadi objek, tetapi sebaggekytelaku kekuasaan. Masyarakat madani hanya
dapat terwujud jika masyarakat memperoleh pendigitag memadai sehingga masyarakat dapat
memahami perannya dalam proses perubahan sosie geeatif-konstruktif untuk mencari
bentuk-bentuk sintetik baru secara tulus, damalige& mencerahkan.

Oleh karena itu, pemerintah seharusnya dapat rkatkag komitmennya untuk menciptakan
pemerintahan yang bersih, menegakkan hukum tamoneabulu, dan berpihak pada proses
pemberdayaan rakyat dengan memprioritaskan padagbjendidikan. Kesejahteraan rakyat
seharusnya diartikan dengan semakin meningkatafgag&isumber daya manusia yang terdidik
agar mampu meningkatkan penghasilannya secararbandiri, dan kreatif. Ukuran kesejahteraan
rakyat harus menyertakan indikator menguatnyasiiial, kualitas partisipasi rakyat dalam politik,
kreativitas budaya, dan komitmen moralitas keagawiaa kemanusiaan universal, tidak semata-
mata menggunakan indikator ekonérmneskipun ekonomi menjadi salah satu indikator di
dalamnya.

Sebagaimana yang dinyatakan Kuntowijoyo bahwa nil@anajuan suatu masyarakat bukan
hanya dengan melihat pertumbuhan ekonomi sajaajaéayang ia sebut “keadaan luar’. Ukuran
kemajuan adalah bertambahnya immama zadahum illa imar{®.S. al-Ahzab: 22). Keadaan luar
itu adalah kondisi yang perlnecessary conditionjetapi itu saja tidak cukup, karena ekonomi
bukan suatu kondisi yang dapat mencufgugficient condition)Kenyataan menunjukkan banyak
orang yang berkecukupan secara materi, namun gehigang dijalaninya tidak menunjukkan
kebahagiaan. Tidak jarang karena ekonomi orang jugia diri. Oleh karena itu, perubahan
“keadaan di dalam” (perubahan hati) itulah yangtisdpn esensial. Artinya, tujuan akhir dari
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suksesnya pembangunan adalah perubahan kesatlapamdi®idu. Perubahan kesadaran jauh
lebih permanen daripada perubahan secara material.

Oleh karena itu, pendidikan sebagai salah sator fakhentu dan indikator kemajuan suatu
bangsa hendaknya menjadi tujuan pembangunan. Medaddidikan diharapkan para pelaku
politik di negeri ini bisa lebih memahami posisiaigus tugas dan tanggung jawab yang diemban
bagi kesejahteraan rakyat. Bagaimana setiap oesggbgrkecimpung di dunia politik menyadari
hakikat berpolitk. Pendidikan yang dimaksud méligegala aspek yang dapat memberikan
pemahaman baru mengenai apa, untuk apa, bagssamtu (kekuasaan) harus dicapai dan di
pertahankan.

Pokok permasalahan yang ingin diulas dalam makaladalah mengenai bagaimana atau
seperti apa budaya politk yang ada di Indonesa®@h melihat fenomena budaya politik yang
ada, aspek apa dalam kehidupan bangsa ini yangdfeehahi dan siapa yang dianggap mampu
memperbaikinya? Serta bentuk pendidikan yang bagainyang dapat mengubah dan
mengembalikan hakikat budaya politik tersebut?

Idealitas dan Realitas Budaya Politik

Budaya politik didefinisikan oleh Aimond dan Vesdsbagai suatu sikap orientasi yang khas
suatu warga negara terhadap sistem politik dara aagm bagiannya, dan sikap terhadap peranan
warga negara di dalam sistent iRengertian budaya politik ini membawa pada s@hapaman
konsep yang memadukan dua tingkat orientasi pgtiti orientasi sistem dan orientasi individu.
Sebagai sebuah sistem, organisasi politik hendahesyaliki orientasi yang hendak mengupayakan
kesejahteraan warga negara. Aspek individu dalemtasi poliik hanya sebagai pengakuan pada
adanya fenomena dalam masyarakat tertentu yangisenampertegas bahwa masyarakat secara
keseluruhan tidak dapat terlepas dari orientasstdod Artinya, hakikat politik sebenarnya bukan
berorientasi pada individu pemegang kekuasaan galdiy melainkan kesejahteraan rakyat yang
menjadi orientasinya.

Sementara itu, mengenai objek politk menurut Aldan Verba mencakup tiga komponen;
kognitif, afektif, dan evaluatifKomponen kognitif digunakan untuk mengukur tingleigetahuan
seseorang mengenai jalannya sistem politik, takaitpemerintahan, kebijaksanaan yang mereka
ambil, atau mengenai simbol-simbol yang dimil&iesin politknya secara keseluruhan. Komponen
afektif berbicara tentang aspek perasaan seoraigg negara yang dapat membuatnya menerima
atau menolak sistem politik tertentu. Sikap yarghtéama tumbuh dan berkembang dalam
keluarga atau lingkungan seseorang juga dapat mgamphi pembentukan perasaan tersebut.
Sementara komponen evaluatif ditentukan oleh esrahgaal yang dimiliki seseorang. Di sini, nilai
moral dan norma yang dianut dapat menentukan reemgadi dasar sikap dan penilaiannya
terhadap sistem politik. Oleh karena itu, diperiugananaman nilai-nilai moral bagi masyarakat,
agar dapat menilai dan memihak dengan benar faalai satunya melalui institusi pendidikan.

Konsep budaya politik pada hakikatnya berpusatipagjmasi (pikiran dan perasaan) manusia
yang merupakan dasar semua tindakan. Oleh karerkalam menuju arah pembangunan dan
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modernisasi suatu masyarakat akan menempuh jalgrbgebeda antara satu masyarakat dengan
yang lain dan itu terjadi karena peranan kebudaselzagai salah satu faktor. Budaya politik ini —
dalam suatu derajat yang sangat tinggi- dapat evdaspirasi, harapan, preferensi, dan prioritas
tertentu dalam menghadapi tantangan yang ditimioudkeh perubahan sosial polftilSetiap
masyarakat memililtcommon senggng bervarisi dari satu kebudayaan dengan kedmiggng
lain, yang berimplikasi pada perbedaan persepgntgrkekuasaan, partisipasi, pengawasan
(control)sosial, serta kritik masyarakat.

Wilayah politik, baik pada dataran praktis maupeordtis adalah wilayah yang berkaitan
dengan etika karena politik berkait erat denggmikiretian berperilaku dalam hubungannya dengan
kekuasaan, baik untuk mendapatkan atau mengelotaitka politik tidak berdiri sendiri, tetapi
menjadi bagian dari etika kemanusiaan secara salivétolitik tidak hanya berurusan dengan
kepentingan-kepentingan kekuasaan, tetapi jugaadeagas-asas moral, dengan nilai-nilai
kepentingan nasional, kesejahteraan umum, damhataornasion&Dapat dikatakan bahwa nilai-
nilai moralitas menjadi asas penting dan niscal@dpolitik. Tanpa moral politik hanya akan
menjadi salah satu bentuk penyengsaraan sekaigind@san bagi masyarakat.

Dalam kehidupan politik seringkali muncul fenompnlitik kekuasaan, bukan politik mofal,
yaitu tindakan politk yang semata-mata untuk mergan memperoleh kekuasaan karena dengan
kekuasaan politik yang dimilikinya seseorang atdonkpok akan memperoleh keuntungan materi,
popularitas, dan fasilitas yang membuat hidupmya $erkecukupan dan memperoleh status sosial
yang tinggi. Dalam format politik yang demikian aegipastikan, siapapun akan mengorbankan
apa saja dan dengan cara bagaimanapun berusahenentapai tujuan poliiknya. Dengan kata
lain, kekuasaan adalah segala-galanya sehinggadii@ruangkan dengan mati-matian.

Dalam politk moral, kekuasaan bukan tujuan akbigpi sebagai alat perjuangan untuk
mewujudkan cita-cita moral kemanusiaan. Kekuasaag fiendak dicapainya tidak diperoleh
dengan menghalalkan segala cara, tetapi dicag@inaalra-cara yang bijak, sah, dan sehat secara
prosedural, dibenarkan secara moralitas kemanusiaankepatutan sosial. Politik moral ini
seharusnya menjadi tujuan yang harus dicapai aéisi psejati, dengan harapan jalannya
pemerintahan dan negara akan lebih sehat, kiamnttet, dan berlangsung untuk kepentingan
memajukan kehidupan rakyat yang lebih baik segsmagini, rohani, dan intelektual.

Sejak pembahasan pertama oleh dua filsuf YunasikkBlato dan Aristoteles, mengenai
hakikat kegiatan politk memang berkaitan dengasafaia moral. Politk didefinisikan sebagai
keperihatinan pada isu-isu umum yang mempengaeskidkuhan kegiatan komunitas. Mereka
membedakan kepentingan umum dan kepentingan pAltialya, kepentingan umum dipandang
sebagai hal yang lebih tinggi secara moral. Aelstetmenyatakan, “Manusia pada hakikatnya
adalah makhluk politik; sudah menjadi pembawaahii@p dalam suatpolis’. Hanya dalam
polis manusia dapat mencapai nilai moralnya yang paiggi. Di luar polis manusia dapat
menjadsubhumartbinatang buas) atauperhumarfTuhan)®

Lebih lanjut Aristoteles dan Plato memandang kdéiiutama dalam kerangka tujuan-tujuan
moral yang harus dikejar oleh para pengambil kepotuAdanyapolis untuk mencari kebaikan
bersama, kebajikan masyarakat, dan kesempurnaah Para pemimpin politk mempunyai
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tanggungjawab untuk menjamin kebahagiaan, yangnbsk&adar kenikmatan hedonistik,
melainkan kesesuaian gagasan dan tindakannyakétata itu, perilaku mereka harus dinilai
berdasarkan kriteria etis, yaitu apakah merekaahaeynenuhi kepentingan pribadi atau melayani
kepentingan umum.

Senada dengan hal tersebut, filsuf poliik Amerd@n Rawls, memaparkan bahwa teori
keadilan menjadi suatu landasan untuk menerapkannemilai kegiatan-kegiatan politik.
Berdasarkan konsepnya, keadilan terdiri atas kek#ad dan persamaan. Setiap orang harus
memiliki hak yang sama terhadap kebebasan dasanrundmikum, meliputi kebebasan
mengemukakan gagasan, berbicara, berorganisasmefaberikan suata.Dengan demikian,
kegiatan poliik harus berusaha untuk mewujudkaperitgngan bersama sekaligus upaya
penegakan unsur-unsur keadilan. Bukan sepertisamgkali dipertontonkan oleh para politisi,
yang menggunakan konsep kepentingan umum seljagag tontuk membenarkan kepentingan-
kepentingan pribadi atau golongan. Seharusnyaakésseian dan keadilan bukan saja milik para
pemangku politik yang berkuasa, melainkan jugastlakuh masyarakat.

Dalam budaya politik, birokrasi pemerintahan Ind@neejak awal kemerdekaan hingga kini
masih belum bergeser dari paradigma kekuatan, pefayanan. Dalam paradigma kekuasaan
terkandung hak-hak untuk mengatur, untuk itu menekeperoleh sesuatu dari mereka yang
diatur. Rakyat sebagai pihak yang dikuasai, bukag ynenguasai. Oleh karena itu, rakyat harus
memberikan sesuatu kepada penguasa agar dapatningtayFenomena sosial menunjukkan
betapa rakyat dibuat sibuk oleh aparat pemerimtalk wpacara penyambutan presiden, sebagai
penguasa tertinggi di negeri ini yang berkunjungaderah kekuasaanri§@emikian pula ketika
para petinggi pemerintahan lain berkunjung, peagadeara-acara seremonial, dan pengagungan
simbol-simbol menjadi momen penting yang menghabisknyak dana yang sebenamya kurang
bermanfaat. Hal ini menunjukkan upaya rakyat umekghormati pemerintah/atasan agar mereka
tetap mendapat pelayanan. Padahal secara eg@igiginan menjadi tugas yang diemban oleh
pemerintah.

Affan Gaffar (alm.) mengemukakan bahwa budayaikpaiitasyarakat Indonesia terbagi
menjadi tiga; hierarkhi tegguatronage (patron-clientdanneo-patrimonialistik® Hierarkhi yang
tegar memilahkan dengan mengambil jarak antaragegapdiekuasaan dengan rakyat sehingga
kalangan birokrat sering menampakkan diri desgttimageyang bersifabenevoleniSeolah-olah
mereka sebagai kelompok pemurah, baik hati damdpety rakyat, sehingga ada tuntutan rakyat
harus patuh, tunduk, dan setia pada penguasawdteta terhadap penguasa akan menjadi
ancaman bagi rakyat. Lebih tragis lagi, suatu upagak melindungi hak mereka sendiri pun
diartikan sebagai perlawanan pula.

Budaya politikpatronagemenurut Gaffar sebagai budaya yang paling mendinjationesia.
Pola hubungan dalam budaya pofiiironageini bersifat individual, yakni antaragstrondan si
client majikan dan pembantu, atasan dan bawahan. Astiwanya terjadi interaksi yang bersifat
resiprokal atau timbal balik dengan mempertukdkkinasaan, kedudukan, jabatan dengan tenaga,
dukungan, materi, dan loyalitas. Budaya politiknanjadi salah satu penyebab maraknya praktik
KKN dan ketidakadilan dalam masyarakat. Budag@-patrimonialistikkarena negara memiliki
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atribut yang bersifat modern dan rasionalistikedepirokrasi di samping juga memperlihatkan
atribut yang bersifat patrimonialistik.

Nurcholish Madijid menyatakan, “Sistem politik yasadpaiknya diterapkan di Indonesia adalah
sistem politik yang tidak hanya baik untuk umainsltetapi yang sekiranya juga akan membawa
kebaikan untuk semua anggota masyarakat IndoHegidinya, cita-cita politk seharusnya
bertujuan untuk mewujudkan kebaikan bersama demaranusiaan, tidak hanya menguntungkan
kelompok atau golongan, terlebih individu tertesefoagai pemegang kekuasaan.

Apapun budaya politk yang dianut, yang terperthiaigwa penguasa politik jangan menjauh
dari realitas rakyat yang telah memilihnya. Peamlibmum yang disebut sebagai pesta demokrasi
rakyat jangan hanya terhenti pada perjuangan raafam mempertahankan figur/tokohnya.
Fenomena yang sering dijumpai, setelah memenapgkatu dan berhasil menjadi pemimpin,
mereka lupa diri dan lebih parahnya mereka tidgikplerduli pada rakyat. Bila kekuasaan masih
didominasi oleh sistem feodal dan patrimonialioras, maka demokrasi yang didambakan oleh
setiap orang akan sulit terwujud.

Peran Pendidikan dalam Mewarnai Budaya Politik

Hakikat dan tugas pokok pendidikan adalah menjad#swa manusia yang humahis.
Pendidikan juga harus membekali generasi muda nmimkpu mengatasi pendangkalan hidup.
Untuk itu, pendidikan perlu membantu siswa untysatienemuliakan hidup. Di sini, pendidikan
ditantang tidak hanya mampu membantu anak didihaiaonya berhasil, tetapi lebih-lebih dapat
bermakna. Pendidikan harus mampu memberikan kedf&arifan dimaksudkan tidak hanya
mengenai individu, tetapi juga demi kepentinganmarmdan masyarakat secara luas.

Manusia tidak hanya terdiri dari kemampuan intesdiasnya saja. Pendidikan yang baik tidak
boleh tergoda untuk sekadar menekankan kehebatapedeembangan intelektualitas semata.
Pendidikan perlu membekali diri untuk pembinaanrgéni, jati diri, rasa tanggung jawab, sikap
egaliter, dan kepekaan normatif yang menyangkutanaikai dan tata nilai. Nilai, jati diri, dan gka
egaliter ini menyangkut “hati” dan afeksi. Pendidikjuga harus membantu siswa untuk
membentuk hati dan perasaannya, belajar mengamddifk mengajar untuk menghindari sifat
sombong, sewenang-wenang, dan merendahkan oma#igSiagkat kata, sekolah secara sadar
harus membina cipta, rasa, dan karsa siswa secaliars

Pendidikan harus mengkaji kembali perlunya peraiidikilai atau moral, pendidikan budi
pekerti atau pendidikan karakter yang disadamsedai ditelantarkan. Oleh karena nilai merupakan
inti dari setiap kebudayaan, khususnya nilai miiiti-nilai tersebut bukanlah nilai-nilai subjekti
tetapi nilai-nilai objektif dan nilai-nilai hakikédiemanusiaathuman dignityyyang menjadi perekat
dasar dan pengikat dalam kehidupan ber§ama.

Krisis bangsa ini sebenarnya berpangkal dari kiégisiurani dan kekuasaan hati nurani. Krisis
nurani para pemegang dan pengelola kekuasaayabgilda di puncak maupun struktur yang ada
di bawahnya. Kekuasaan telah menggelapkan hatimgaasendiri. Akibatnya, fitnah, khianat-
menghianati, tipu muslihat, dan lick dipandangageb hal yang wajar dalam kancah politik.
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Ironisnya, yang menjadi budaya dalam perpolitikiamga anggapan bahwa kepiawaian seseorang
dalam melakukan liku-liku licik itu dipandang sefidgpiawaian dalam berpolitik.

Jika pandangan ini yang menjadi acuan setiap pemégiuasaan, akibatnya krisis bangsa
yang sudah multidimensi ini tidak akan pernah lessgixan secara manusiawi. Kancah politik
bangsa akan terus merajalela dan rakyatlah yamgnadmjadi korbannya. Artinya, perpolitikan
telah mengalami degradasi moral yang menghancdedajat kemanusiaan dan merusak aspek
kehidupan masyarak&iOleh karena itu, proses pendidikan politik unt@émperkuat kekuasaan
hati nurani perlu disosialisasikan secara aktaid dalam pendidikan politik di masyarakat maupun
di lembaga pendidikan itu sendiri.

Aktualisasi pendidikan politk menuntut untuk segeiaplikasikan dalam seluruh jenjang
pendidikan. Sedini mungkin pada setiap individandiinkan sikap terbuka, jujur, menghargai, dan
mau mendengarkan pendapat orang lain, pembiasagndisiplin, serta pemahaman makna hak
dan tanggung jawab, sekaligus pemahaman untuk mamgyeimbangkan keduanya.
Diharapkan nilai-nilai ini dapat menjadi jati diang terus dimiliki dan teraplikasikan dalam
kehidupan. Penanaman nilai-nilai ini dapat dilakukacara serentak oleh guru, orangtua, dan
lingkungan yang mengitarinya. Upaya yang lebihtiéfetialah dengan pemberian contoh teladan
(uswah hasanahpada anak dalam kehidupan sehari-hari karendnglkga dengan teori saja,
konkrisitas moral tersebut tidak akan ditemukan, tdari hanya akan menjadi teori saja, tanpa
adanya upaya untuk mengaktualisasikannya.

Pentingnya keteladanan ini bahkan disebut seba&may Isegala persoalan oleh Kartono
sebagaimana dikutip oleh Paulus MujifaKrisis keteladanan menjadi salah satu penyebab
muramnya wajah pendidikan di tanah air, yang besmiada aspek politik, ekonomi, sosial, dan
budaya. Bukti yang dapat dilihat adalah rendahmelddanan pemimpin kepada rakyatnya.
Masyarakat tidak lagi menemukan panutan yang dggudikan contoh. Padahal dalam kehidupan
bersama, keteladanan adalah hal yang mutlak. Aydydimbul krisis kepercayaan berimbas pada
hilangnya legitimasi penguasa itu sendiri.

Menurutnya, untuk membangun keteladanan diperlditeap sebagai berikuPertama,
mendasarkan diri pada nilai pertimbangan moral ydamat ditempuh dengan melatih jujur,
mengasah nurani, dan mengenal tanggungjdeaina, perimbangan akal budi, yang disinyalir
dapat meminimalisir terjadinya tindakan anarkhis danfik. Ketiga, menempatkan nilai
pertimbangan sosial, dengan memupuk sikap rendahrmmlah mengucapkan terima kasih,
toleransi, dan santudeempatbudaya menghargai pendapat orang lain, perbedagtudalitas.

Pendidikan tidak dapat terpisah dari struktur kejzamh, di mana proses pendidikan itu terjadi.
Proses pendidikan bukan semata-mata transmisi &g dan iimu pengetahuan, tetapi
merupakan proses dekonstruksi dan rekonstruksdaghar?® Dengan demikian, kebudayaan
akan berkembang sesuai dengan kemampuan pendiikasia. Konsep kultural yang antisipatif
untuk menyongsong masa depan berpusat pada lpsitagama dan kearifan kebudayaan.
Artinya, kalau aspirasi negarawan sudah mulai yeeneada agama dan kearifan budaya, berarti
sebagai bangsa kita sudah kembali menyiapkan ia@hninyang selama ini diabaikan dan

P3M STAIN Purwokerto | Luthfiyah 6 INSANIA|Vol. 12|No. 3|Sep-Des 2007|312-328



Q) S

St JURNAL PEMIKIRAN ALTERNATIF PENDIDIKAN INSANIA
spiritualitas tidak menjadi perhatian utama. Pddidtam setiap konsep, sistem, dan strategi tidak
bisa terlepas dari hal ini. Tegasnya, tampilnyanagaerupakan rehumanisasi sejérah.

Dalam budaya politik, menurut Tilaar, terdapat gdslan antara budaya politk yang terpuii
dengan budaya politik yang tercela ini terletalapaldi-nilai dan sistem nilai yang mendasari cara
mendapatkan kepercayaan dari rakyat, cara mermakyet, dan cara mempergunakan kekuasaan
yang diberikan oleh raky&tBudaya politik yang baik dan terpuji adalah budagttik yang
menekankan pada prinsip-prinsip tentang keharusadahulukan kepentingan rakyat dan bangsa
di atas kepentingan individu dan kelompok, sertup@ melibatkan rakyat (atau setidaknya
mempertimbangkan kepentingan rakyat) dalam sesiagambilan keputusan politik. Sebaliknya,
budaya politk yang jelek atau tercela ditandan qieaktik-praktik mendahulukan kepentingan
individu dan kelompok di atas kepentingan rakyaientasi pada kepentingan penguasa saja, dan
mengabaikan kepentingan rakyat.

Selain masalah budaya, tantangan utama politiklonesia adalah kekerasan dan ketidakadilan
yang diakibatkan oleh praktik politik kekuasaaritilPgang identik dengan kekuasaan dijalankan
bukan atas dasar etika politik, tetapi untuk metaipenkan kekuasaan. Oleh karena itu, banyak
konsesi diberikan dengan mengorbankan tujuan ugmfik itu sendiri, yaitu kesejahteraan
bersama. Haryatmoko menyatakan bahwa budaya padéfibisa dilepaskan dengan etika politik,
yang mengandaikan aspek normatif (moral dan dtiialah kebudayaan (kejujuran dan keadilan),
dan peduli terhadap pembinaan nilai-nilai dan genken cita-cit# Oleh karena itu, perlu disadari
dan dilakukan upaya untuk mengembalikan hakikatkasgpek politik, agar dapat membantu
terwujudnya bangsa yaoyilized, meskipun hal ini membutuhkan waktu yang tidakrdabelan
perlu perjuangan secara serentak dari semua glilaklri satu generasi (bersifat evolusioner).

Para politikus kita tidak menyadari bahwa penddibersifatantisipatorisdanpreparatoris
yaitu selalu mengacu ke masa depan dan selalu ms@pken generasi muda untuk kehidupan
masa mendatang. Pemikir dan pelaku yang baik aidpidkonomi dan politik tidak akan muncul
secara mendadak atau ‘dikarbit’, tetapi merekasldibina secara sistematis selama kurun waktu
yang panjang. Kondisi kehidupan pendidikan saadkan mempengaruhi kondisi kehidupan
ekonomi dan politik di masa depan. Kalau kita sgigamembiarkan kondisi pendidikan yang
menyedihkan ini terus berlangsung, maka dapatalkamkehidupan ekonomi dan politik kita 15
tahun yang akan datang juga tetap menyedihkariaidelantuk melakukan investasi pendidikan
saat ini harus ditebus dengan harga mahal di repaa.d

Pendidikan sebagai proses pengembangan sikap désa@alam proses pendidikan ini, kita
berhadapan dengan seorang individu yang ‘sedarjgdihdtekuasaan dalam pendidikan berarti
kekuasaan untuk memberikan kesempaiaportunity)dari kebebasan manusia. Manusia sebagai
subjek harus merasa bebas. Dari kebebasan idiehbiig kepada kemampuan mengambil
keputusan, merumuskan alternatif, dan secara lzessana membangun masyarakat yang lebih
baik?® Demokrasi di sini bukan dalam arti formal, tetaprupakan sikap hidup yang dinyatakan
dalam perbuatsaction) sebagai hasil refleksi dari pengalaman nyatandadhidupan.

Upaya pengembangan budaya politik demokratis kidaksikan dengan melibatkan segmen
masyarakat, mulai dari elit politik hingga rakyatan. Salah satu cara yang dapat ditempuh adalah
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melalui pendidikan kewargaérivic education). Civic educationerupakan saran pendidikan yang
dibutuhkan oleh negara-negara demokrasi baru omiahirkan generasi muda yang menguasai
pengetahuan, mengerti nilai-nilai, dan memilikitiea yang diperlukan untuk mengaktualisasikan,
memberdayakan, dan melestarikan demokrasi. Trhntkisiesia ke arah demokrasi memerlukan
reformasi dalam tiga bidang besar secara sinftilRertama reformasi sistenfconstitutional
reforms)yang menyangkut perumusan kembali falsafah, Kexadagar, dan perangkat legal sistem
politk. Kedua reformasi kelembagadinstitutional reforms and empowemeyahg menyangkut
pengembangan dan pemberdayaan lembaga-lembatia lgetiga pengembangan kultur atau
budaya politiKpolitical culture)yang lebih demokratis.

Senada dengan hal itu, menurut Asykuri Ibn Charsatgh satu cara untuk mengalami
demokrasi dan menjadivilized adalah melalui pedidikan kewargaan. Di dalam péwaa
kewargaan terkandung makna sosialisasi, disenuiaasakiualisasi konsep, nilai, sistem, budaya,
serta praktik demokrasi dan keadahdPostulat yang berada di balik penerapan pendidikan
kewargaan, antara lain bahwa pemeliharaan trashisdktasi tidak bisa di wariskan begitu saja,
tetapi harus diajarkan, disosialisasikan, danugifigasikan kepada generasi muda melalui lembaga
pendidikan.

Pendidikan kewargaan sudah mendesak untuk setgakaln, mengingat masa transisi
menuju demokrasi mengalami beragam patologi sesiglterjadi di tengah masyarakat seringkali
kontra-produktif dengan upaya penegakan demokuasendiri. Di antara patologi sosial yang
terjadi antara lain; hancurmnya nilai-nilai demaokidaam masyarakat, memudarnya kehidupan
kewargaan dan nilai-nilai komunitas, kemerosotdsi-miai toleransi, memudarnya nilai-nilai
kejujuran, kesopanan dan rasa tolong menolongmalete/a nilai dalam keluarga, maraknya
prakiik KKN dalam pemerintahan, kerusakan sistemkafidupan ekonomi, serta pelanggaran
terhadap nilai-nilai kebangsaan itu sendiri.

Oleh karena itu, pendidikan yang dikembangkanddiriesia perlu mengembangkan nilai-nilai
fundamental masyarakat sesuai dengan dinamikaaparutsosial yang terjadi begitu cepat.
Tujuannya agar nilai-nilai tersebut dapat menemule@evansinya, untuk kemudian dapat
memberikan kontribusi yang signifikan terhadap @atmen problem masyarakat. Pendidikan
bukan hanya berupa pemberian konsep-konsep yafangitiekarena bagaimanapun juga realitas
yang dihadapi masyarakat merupakan realitas yamglidoumi. Materi-materi yang diberikan
jangan hanya memuat ajaran yang dihafalkan tanpgentiah kehidupan yang riil, sehingga ketika
dihadapkan pada permasalahan, materi yang dipdicid&hmampu memberikan jawaban dan
solusi. Akibatnya, masyarakat bertindak di luaplpban proses pendidikan. Dengan lain perkataan,
pendidikan yang diperolen merupalsymi-undan realitas kehidupan yang dihadapi merupakan
“syai-un akhar”.

Sebagaimana dikatakan Musa Asy'arie bahwa pendigiday ada saat ini masih bersifat “anti
realitas® Dunia pendidikan yang ada masih mengajarkantésoribelaka tanpa memberikan
kesempatan kreatif untuk bergumul dan memahantasesbcara intensif. Padahal hakikat iimu
merupakan objektivikasi intelek terhadap realitasmyditangkap dalam suatu momen kehidupan
tertentu, baik ruang maupun waktu, yang diabdtaksnelalui logika dan diformulasikan menjadi
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rumusan dalil atau teori. Harus dipahami bahwia®ghng ada berubah terus-menerus, dinamis,
dan bersifat terbatas. Oleh karena itu, yang diaerlbukan menghafal teori, tetapi pemahaman
terhadap realitas.

Selain anti realitas, pendidikan kita juga hanyeneméingkan hasil dengan melupakan proses.
Yang menjadi tujuan dalam menempuh pendidikan hbagaimana cara untuk memperoleh
ljazah dan gelar akademik yang dipuja dan mergddiriggaan. Pendidikan tidak lagi menganggap
penting proses pembelajaran yang kreatif dan eisidoaik untuk memperkaya khazanah
intelektual maupun spiritual. Akibatnya, tanpa raséu dan beban moral, banyak orang berlomba-
lomba meraih gelar akademik dengan “jual-beli” afgztanpa melalui studi panjang yang
berjenjang.

Kemudian tidak jarang pula dijumpai prakiik yangdweanan dengan etika dan moral justru
terjadi dalam institusi pendidikan. Fenomena painkah, budaya kekerasan, praktik penipuan dan
KKN, dan pengekangan kebebasan (berpikir, berkeymkberpendapat, berbeda, dll). Pendidikan
tidak lagi mengandung unsur-unsur yang humanis rdamanusiakan manusia. Hal ini
menunjukkan betapa pendidikan sudah melencengldanilai yang seharusnya dijunjung tinggi
dan sebagai sarana pewarisan budaya dan morabamgsa. Melalui pendidikan yang diterima
sebelum seseorang memasuki kehidupan politik akaamai kehidupan politik itu sendiri. Secara
umum dapat dikatakan bahwa semakin kokoh pendigikao diterima seseorang, semakin besar
pula kemampuannya untuk menguasai berbagai kengb@lfix secara positif dan sesuai dengan
nilai-nilai kemanusiaan.

Penutup

Budaya politik di Indonesia menunjukkan pergeselan nilai-nilai luhur yang seharusnya
menjadi tiang penyangga politik. Politik yang selneya bertujuan mencapai kesejahteraan rakyat
telah berubah menjadi ladang pengerukan materi gerkaya dir) dan sarana penguasa untuk
melanggengkan kekuasaannya. Dengan fenomena Ipatitiyéeodal dan masih bersifaétron-
client, berarti tidak ada kesesuaian antara idealitas giaagapkan dengan realitas yang terjadi,
sehingga aspek yang perlu dibenahi dan diharapkaipomemperbaikinya adalah melalui aspek
pendidikan.

Berdasarkan kenyataan yang terdapat dalam duriik fth saat ini, setidaknya ada tiga
komponen dasar yang perlu dipelajari oleh setidpn caemimpin politk; kemampuan
mengembangkan visi mengenai masyarakat masa demguadigiambakan bersama, kemampuan
mendapatkan kepercayd#mst) dari masyarakat, dan kemampuan mengembangkaarketasi
dalam mempergunakan kearifan diri dalam mempergankipercayaan yang diberikan oleh
rakyat® Kemampuan yang terakhir ini biasanya disebut aelkagnampuan untuk bersifat arif
dalam mempergunakan kekuasaan, karena akan Iperkaitgsung dengan kemampuan
mengendalikan diri sebagai seorang penguasa.

Pendidikan yang dapat mengembalikan hakikat bymtagil tersebut adalah pendidikan yang
bukan sekadar menjdsinking-processnenjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, hisma
tidak antirealitas, mengutamakan proses daripadh $&ta penyelarasan antara hak, dan
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tanggungjawab. Walaupun hal ini memerlukan prasag gvolusioner, karena tidak mungkin bila
dilakukan secara revolusioner, tetapi kalau tidaikah dimulai maka akan semakin jauh dari
harapan, terlebih kenyataan
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